
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR 18 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2022, 

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang 

menyebabkan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi/ SKPD, antar program, antar kegiatan, antar 

sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, 

dan antar rincian obyek belanja serta untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber 

dari pergeseran anggaran berdasarkan Surat Persetujuan 

DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 

160/DPRD/688/IV/2022 Tanggal 18 April 2022, 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 

2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini 

 



Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

DN 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSFE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



10. 

1 Tas 

12. 

13. 

14. 

Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6542: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021, 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan 

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

NA 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini 

   



Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021, 

15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor O3 Seri E), 

16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 03), 

17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 53), 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 53 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 53), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan asli daerah 

1) Semula Rp446.441.807.108,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.590.830.014,00 

Jumlah pendapatan asli daerah Rp452.032.637.122,00 

setelah perubahan 

2. Pendapatan transfer 

  

1) Semula Rp1.306.608.191.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00 

Jumlah pendapatan transfer Rp1.306.608.191.000,00 

setelah perubahan 

Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini 

A 

 



3. Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah lain-lain pendapatan 

daerah yang sah setelah 

perubahan 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

b. Belanja 

Catatan: 

1. Belanja Operasi 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja operasi 

setelah perubahan 

Belanja Modal 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja modal 

setelah perubahan 

Belanja Tidak Terduga 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja tidak terduga 

setelah perubahan 

Belanja Transfer 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja transfer 

setelah perubahan 

Rp4.240.539.000,00 

Rp1.380.000.000,00 

Rp5.620.539.000,00 

Rp1.764.261.367.122,00 

Rp1.405.414.442.755,00 

Rp 18.415.851.265,00 

Rp1.423.3830.294.020,00 

Rp110.498.4883.385,00 
Rp293.690.566.546,00 
Rp404.189.054.931,00 

Rp12.459.655.557,00 

Rp 0.00 

Rp12.459.655.557,00 

Rp211.094.396.771,00 

Rp (14.419.000.531,00) 

Rp196.675.396.240,00 

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp2.037.154.400.748,00 

Surplus/ (Defisit) 

Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula 

2) Bertambah / (berkurang) 

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 

sz 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini 

Rp(272.893.033.626,00) 

Rp 0,00 
Rp296.307.417.280,00 
Rp296.307.417.280,00 

 



2. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp17.823.553.640,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.590.830.014,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp23.414.383.654,00 

setelah perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp272.893.033.626,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan Rp 0,00 

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 

6A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6A 

Ketentuan mengenai perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Tanggal 

19 April 2022. 

Pasal II 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo, 

Pada tangga! 21 April 2022 

NSUBERNUR GORONTALO, 
  

"' Ditandatangani secara elektronik oleh : 
x1 Gubernur 

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP 

  

    
  

Diundangkan di Gorontalo 

Pada Tanggal 21 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

c- 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .18 

Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini 

& 

 


